BUPATI BARRU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Menimbang :oa.

b.

Mengingat 2 ¥

BUPATI BARRU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat
(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Bupati
mengatur Standar Pelayanan Minimal untuk menjamin
ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan,
kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum
yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas yang
akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Barru tentang Standar Pelayanan Minimal
Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana
Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1822);



2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 240, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 240, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia



Menetapkan

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1540);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019

11.

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
Peraturan Bupati Barru Nomor 46 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat
Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita
Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Barru.



2. Bupati adalah Bupati Barru.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan  Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas
adalah unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja
secara professional.

5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah
ketentuan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang
merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap

warga negara secara minimal.

Pasal 2
SPM BLUD dipergunakan untuk 12 (dua belas) Unit Pelaksana Teknis
Puskesmas sebagai berikut:
Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Bojo Baru;
Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Palanro;
Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Mangkoso;
Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Madello;
Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Padongko;
Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Palakka;
Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Pekkae;
Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Pancana;
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Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Lisu;

Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Ralla;

Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Doi-Doi; dan
Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Pujananting.
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BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam
melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan
pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal pada
BLUD Unit Pelaksana Teknis Puskesmas.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

a. sebagai pedoman bagi Puskesmas dalam penyelenggaran layanan kepada
masyarakat;

b. terjaminnya hak masyarakat dalam menerima suatu layanan,;

c. digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang
dibutuhkan;

d. alat akuntabilitas Puskesmas dalam penyelenggaraan layanannya;

e. mendorong terwujudnya checks and balance; dan
terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan BLUD pada Puskesmas

BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 5
Sistematika SPM BLUD disusun sebagai berikut:
BABI1 : Pendahuluan
BAB Il : Standar Pelayanan Minimal

BAB IIl : Rencana Pencapaian SPM
BAB IV : Sistem Akuntabilitas Kinerja
BAB V : Penutup

Pasal 6
(1) SPM BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan sebagai
acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Unit Pelaksana
Teknis Puskesmas.
(2) Ketentuan mengenai SPM BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam dokumen yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 7
Perubahan SPM BLUD dapat dilakukan jika terjadi perubahan pada Unit
Pelaksana Teknis Puskesmas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

Il ;{‘_1_ %Lﬂ - pada tanggal 30 DgSember 200
(I o B BARRU,

| Fheby v 2

7 24 \ & by | -

o L b
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Diundangkan di Barru

pada tanggal 2o gaember 9.0)
EKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

KABUPATEN BARRU TAHUN 2021 NOMOR 371



